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KLATEN (KR) - Dinas

Pendidikan Kabupaten Kla-

ten menerima 10.000 face

shield, bantuan dari Peme-

rintah Provinsi Jawa Tengah

(Pemprov Jateng). Secara

simbolis bantuan diserah-

kan oleh Bupati Klaten Sri

Mulyani di Gedung Sunan

Pandanaran, Klaten, Senin

(14/09). Bantuan face shield

diperuntukkan bagi siswa

berbagai tingkatan di Kabu-

paten Klaten. Dalam ke-

sempatan itu bupati juga

melaunching pendidikan ke-

cakapan kerja di lingkungan

Dinas Pendidikan Kabu-

paten Klaten.

Bupati Klaten Sri Mulyani,

mengatakan bantuan face

shield diutamakan bagi

siswa yang sekolahnya di

daerah zona merah Covid-

19 dan sekolah daerah per-

batasan. Pihaknya berpe-

san semua pihak untuk

menjaga dan mematuhi

protokol kesehatan Covid-

19. ÓSaya mengimbau di-

nas, korwil, dan sekolah un-

tuk menerapkan dan me-

naati protokol kesehatan.

Sebab jumlah guru dengan

jumlah siswa jelas lebih

banyak siswanya. Jangan

sampai ada klaster baru di

dunia pendidikan,Ó ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan,

Wardani Sugianto, menga-

takan, kegiatan belajar

mengajar tatap muka khu-

susnya SD dan SMP telah

siap. Rinciannya, untuk SD

kesiapan 96% dan SMP

98%. Namun demikian un-

tuk tatap muka masih me-

nunggu zona aman. 

Dijelaskan, persetujuan

orang tua siswa SD dari

jumlah 90.013 yang setuju

tatap muka ada 74.326 atau

82,57%. Sedangkan yang

tidak setuju tatap muka ada

11.485 atau 12,75%. Kemu-

dian yang tidak merespons

ada 4.204 atau 4,67%.

Selanjutnya, persetujuan

orang tua siswa SMP dari

jumlah 42.637 yang setuju

tatap muka ada 35.521 atau

83,32%. (Lia)
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Penyerahan face shield di Gedung Sunan Pandanaran

Klaten. 

Klaten Terima Bantuan Face Shield

Mereka bersepakat berkolaborasi

dengan Bawaslu dalam mewujud-

kan masyarakat sadar demokrasi

melalui program Desa Pengawasan

dan Desa Anti Politik Uang (Desa

APU). 

”MoU dan Perjanjian Kerja Sama

(PKS) ini sebagai wujud komitmen

untuk meneguhkan kembali sema-

ngat mewujudkan demokrasi di

kampung-kampung dan Gerakan

Anti Politik Uang. Gerakan ini su-

dah dirintis dan dipupuk Bawaslu

Kabupaten Magelang sejak tahapan

Pilkada 2018 dan tahapan Pemilu

2019. Ke-10 desa itu terletak di Le-

reng Gunung Andong, Gunung Telo-

moyo, Gunung Merapi, Gunung Me-

noreh, dan Gunung Sumbing,” kata

Ketua Bawaslu Kabupaten Mage-

lang, M Habib Shaleh SS, Rabu

(16/9). Pada Desember 2017, pihak-

nya pertama kali me-launching

Kampung Anti Money Politics

(KAMP) di Dusun Sawangan, Desa

Sawangan, Kecamatan Sawangan. 

Lalu pada Februari 2018 dilanjut-

kan pembentukan KAMP Di Dusun

Pandeyan, Desa Deyangan, Keca-

matan Mertoyudan dan Desa APU di

Desa Somoketro, Kecamatan Salam

menjelang Pemilu 2019. 

Menurut Habib, pihaknya menan-

datangani MoU dan PKS Desa Pe-

ngawasan dengan tiga desa. Yakni

Desa Temanggung, Kecamatan Kali-

angkrik, Desa Ngargoretno, Keca-

matan Salaman, dan Desa Ketundan

Kecamatan Pakis.

”MoU dan Perjanjian Kerja Sama

terkait Desa Pengawasan sudah di-

tandatangani para kepala desa. Ini

menjadi payung hukum kerja sama

yang sudah berjalan baik selama ini

dan kerja sama di masa depan,” je-

lasnya. 

Disampaikan, jika kepala desa

yang sudah menandatangani MoU

dan Perjanjian Kerja Sama (PKS)

tentang Program Desa Anti Politik

Uang (Desa APU) adalah Desa Jogo-

yasan, Desa Pagergunung, Desa

Pandean, Desa Sumberejo, dan De-

sa Girirejo di Kecamatan Ngablak. 

Desa-desa tersebut terletak di Le-

reng Gunung Andong dan Gunung

Telomoyo. Selain itu juga Kepala

Desa Kaliurang, Kecamatan Srum-

bung Kiptiyah, dan Kepala Desa

Ngawen Kecamatan Muntilan, Da-

ru Apsari. Latar belakang kerja sa-

ma ini adalah, sebagai follow up

atas dibentuknya Desa Pengawasan

dan Desa APU pada tahun 2019 la-

lu. (Bag)

10 DESA DAN BAWASLU KABUPATEN MAGELANG

Tandatangani MoU Desa Anti Politik Uang
MAGELANG (KR) - Sebanyak 10 Desa di Kabupaten

Magelang telah menandatangani nota kesepahaman
(MoU) dan perjanjian kerja sama dengan Bawaslu Kabupa-
ten Magelang, terkait komitmen pembentukan Desa Peng-
awasan dan Desa Anti Politik Uang (Desa APU).


